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Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib 
Pajak Badan Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, 
untuk mengetahui pengaruh Implementasi Self Assessment System terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak 
Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System secara 
bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai.  
Dengan pendekatan penelitian menggunakan asosiatif, dengan jumlah sampel 
sebanyak 67 wajib pajak, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan ketentuan 
menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang 
diproses dan dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda. Lalu melakukan uji 
kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dengan menggunakan Corrected 
Item Total dan uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Untuk uji hipotesis 
dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan uji t, dan uji F serta melakukan uji 
determinasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 
46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama 
Binjai, Implementasi Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap 
Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai, Secara simultan Pemahaman Wajib Pajak atas 
PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System berpengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai 
 
Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013, Implementasi Self 










A. Latar Belakang Masalah 
 
Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting 
dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari 
sektor pajak. 
Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan 
masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak 
Penghasilan (PPh). Menurut John Hutagaol (2009:186) mengungkapkan ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 
pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan 
yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, 
perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database 
pemerintah. 
Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang melekat pada Wajib Pajak 
secara langsung sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya dan 
tidak dapat dipindahtangankan pelunasannya. Melihat kepentingan tersebut, 





Peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan sederhana terkait 
PPh yaitu salah satunya melalui implementasi self Assessment system yang 
merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak memiliki kewenangan 
dan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan besarnya pajak yang 
ditanggungnya secara mandiri. 
Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana 
negara memberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab secara langsung 
kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam 
perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit pajaknya, pembayaran pajak 
kurang bayar, maupun pelaporan (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1). 
Sistem ini dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan 
kepercayaan penuh pada Wajib Pajak. Dengan adanya bentuk pelayanan dan 
pengelolaan bidang perpajakan yang transparan ini diharapkan Wajib Pajak dapat 
secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari 
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan pajaknya. 
Penerapan self Assessment system ini tentu saja menuntut adanya 
masyarakat cerdas yang mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban 
perpajakannya baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang dan kredit 
pajaknya, pembayaran pajak kurang bayar, maupun pelaporan SPT. Namun pada 
kenyataannya sistem tersebut tidak optimal ketika peraturan perpajakan di 
Indonesia cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus dalam pelaksanaannya. 
Perhitungan pajak yang rumit ini seringkali menjadi alasan masyarakat 
Wajib Pajak untuk mangkir dari pembayaran pajak. Selain itu maraknya isu 
negatif  pengelolaan  pajak  di  masa  lalu  masih  seringkali  membuat masyarakat 
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kurang percaya pada fiskus. Antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan 
pengupayaan pendapatan dari sektor perpajakan dikembangkan melalui 
penerbitan peraturan perhitungan pajak terutang dengan sederhana melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tetang  Pajak  Final  1%  untuk  
Wajib Pajak dengan peredaran  bruto  tertentu  atau  lebih  umum  disebut  PP  
No. 46 Tahun 2013. 
Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk 
Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau  
sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun (Tulus Tambunan. 2009: 4). Penerbitan 
peraturan ini mendukung kebijakan penerapan sistem pemungutan pajak di 
Indonesia, self Assessment system. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan 
pemerintah terkait perpajakan yang  tergolong baru. Pada dasarnya, penerbitan  
PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan 
pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan 
kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak 
(I Putu Gede Diatmika, 2013: 114). 
Penetapan PP No. 46 tahun 2013 ini tentunya akan membantu masyarakat 
dalam melakukan perhitungan sesuai sistem pemungutan pajak self Assessment 
system yang diterapkan di Indonesia. Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya 
menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai 
Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait 
teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas 
penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana  dalam perhitungan, 
namun secara rasional besarnya pajak yang ditanggung  oleh Wajib  Pajak 
semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). 
Imbasnya kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan 
pelaporan dan bahkan melakukan penghindaran pajak. Setiap Wajib Pajak 
membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep 
perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar (Narita 
Pravitasari et.al., 2012: 16). 
Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi 
pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan 
Self Assessment System merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi 
pengelolaan PPh. Namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal 
dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib  Pajak  dituntut  
untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta 
memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik 
perpajakan di indonesia. 
Hal ini dapat terlihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi pada KPP 
Pratama Binjai, dimana realisasi atas peneirmaan pajak penghasilan Badan yang 
dengan Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan, hal ini dapat 




Penerimaan Pajak PP No. 46 Tahun 2013 











2013 6.372 267 406.505.611 2.282.716.333 
2014 6.899 1.095 1.264.777.873 6.779.132.956 
2015 7.533 965 1.120.538.007 7.094.248.114 
2016 8.054 183 1.800.234.880 11.541.878.932 
2017 8.623 207 1.225.509.500 15.928.795.166 
Sumber  :Laporan KPP Pratama Binjai yang diolah 
 
Berdasarkan sumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dijelaskan bahwa Wajib Pajak Badan yang 
membayar mengalami penurunan untuk setiap tahunnya, sedangkan untuk Wajib 
Pajak terdaftar mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, dan untuk 
penerimaan pajak penghasilan WP Badan dengan berdasarkan dari penerapan PP 
No. 46 Tahun 2013 yang cenderung mengalami penurunan. 
Dimana penurunan yang terjadi pada penerimaan pajak penghasilan terjadi 
dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait 
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia  khususnya  PP No. 46 tahun  
2013 karena peran pemerintah dalam peningkatan pendapatan dari sektor 
perpajakan kurang diimbangi dengan pendidikan kepada masyarakat. Selain itu 
juga pemberlakuan kebijakan transparansi perpajakan melalui Self Assessment 
System dengan melibatkan Wajib Pajak masih belum optimal. 
Menurut Mustikasari (2008:3) mengemukakan untuk mencapai target 
pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor 
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penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji 
tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Menurut John Hutagaol (2008) mengatakan Pajak terutang yang lalai 
dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang 
berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko 
untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN 
secara tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelunasan tunggakan 
pajak agar penerimaan pajak bisa menjadi optimal. 
Penelitian ini juga pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya,  penelitian 
Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013:11) menunjukkan bahwa persepsi 
Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong ketidakpatuhan Wajib 
Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait penerapan PP No. 46 Tahun 
2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka mendorong Wajib Pajak cenderung 
enggan memenuhi kewajiban pajaknya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP NO. 46 
Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai” 
B. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan 
perpajakan yang berlaku di Indonesia khususnya PP No. 46 tahun 2013 
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karena   peran   pemerintah dalam  peningkatan pendapatan dari sektor 
perpajakan kurang diimbangi dengan pendidikan kepada masyarakat. 
2. Pemberlakuan kebijakan transparansi perpajakan melalui Self Assessment 
System dengan melibatkan Wajib Pajak masih belum optimal. 
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanuhi kewajiban pajak yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
C. Batasan dan Rumusan Masalah 
 
1. Batasan Masalah 
 
Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini  tidak meluas  dan 
lebih fokus maka peneliti membatasi masalah terkait pemahaman  Wajib  
Pajak Badan atas PP No. 46 Tahun 2013, Implementasi Self Assessment 
System serta pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban 
pajaknya dengan didukung oleh persepsi Wajib Pajak. Penelitian ini 
mengambil data KPP Pratama Binjai untuk data PPh yang dilaporkan pada 
tahun buku 2013 sampai 2017. 
2. Rumusan Masalah 
 
Dari latar belakang dan idientifiaksi masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas PP No.46 
Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama 
Binjai? 
b. Bagaimana pengaruh Implementasi Self Assessment System terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai? 
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c. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 
dan Implementasi Self Assessment System secara bersama-sama terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
 
a. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Badan Atas PP 
No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP 
Pratama Binjai 
b. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Self Assessment System 
 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Binjai. 
 
c. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 
Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System secara bersama- 
sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama 
Binjai. 
2. Manfaat Penelitian 
 
Adapun kegunaan dan manfaat dari peneilitan ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagi Penulis 
 
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di 
Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal 
pemenuhan kewajiban perpajakan. 
b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak 
 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi 
peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan 
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kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas 
diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat pula. 
c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya, 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan 
sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan 
mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi 










a. Pengertian Pajak 
 
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 
Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 
berasal dari dalam negeri berupa pajak. 
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang 
perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara” 
Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut: 
“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai 
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pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 
menyelenggarakan pemerintah”. 
Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur yaitu: 
Iuran dari rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang, dengan 
tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
b. Dasar Pemungutan Pajak 
 
Menurut Mardiasmo (2011:3), dasar pemungutan pajak dibagi ke dalam 
beberapa teori, yaitu : 
1) Teori Asuransi 
 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 
perlindungan tersebut. 
2) Teori Kepentingan 
 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus 
dibayar. 
3) Teori Daya Pikul 
 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu : 
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a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi. 
4) Teori Bakti 
 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
5) Teori Asas Daya Beli 
 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 
masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 
diutamakan.” 
b. Fungsi Pajak 
 
Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi 
pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu: 
1) Fungsi penerimaan (budgetair) 
 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi mengatur ( regulerend ) 
 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang soial dan ekonomi. 
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2. Kepatuhan Wajib Pajak 
 
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 
complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana 
wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan 
kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan 
pajaknya. 
Menurut Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan 
dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. 
Sedangkan untuk kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:139), 
menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 
1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 
 
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 
 
3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 
 
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
 
Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 
544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan 
Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan 
yang berlaku dalam suatu negara”. 
Menurut Gunadi (2013) menyatakan bahwa kepatuhan pajak (tax 
compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai 
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dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama 
(obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik 
hukum maupun administrasi. 
Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakkannya akan 
meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan 
besarnya rasio pajak. (Nurmantu, 2010). 
Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Muhammad Zain (2010:40) 
yang menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan 
kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi 
dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang–undangan perpajakan, mengiji formulir pajak dengan 
lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan 
membayar pajak tepat pada waktunya. “ 
Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil: 
 
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 
perpajakan. 
2) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai undang-undang. 
Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan 
sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 




Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi 
(2013, hal. 5) menyatakan bahwa : “Kepatuhan pajak (tax compliance) berarti 
bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya 
sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi 
seksama (obtrusive investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan 
sanksi baik hukum maupun administrasi.” 
b. Kriteria Wajib Pajak Patuh 
 
Istilah wajib pajak patuh sudah resmi digunakan dalam undang-undang 
perpajakan 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, direktorat jendral kembali 
memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Bedanya, dahulu penghargaan 
diberikan kepada wajib pajak besar yaitu wajib pajak yang secara nominal 
membayar pajak terbesar, baik untuk kategori orang pribadi maupun badan.Tapi 
kini penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak patuh yaitu wajib pajak 
yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan (Zain, 2010:41). 
Penghargaan kepada wajib pajak besar dihentikan karena banyak yang 
kritik bahwa penghargaan yang diberikan kepada pembayar pajak  terbesar 
belum tentu benar dalam memenuhi keajiban perpajakannya. Penghargaan 
seharusnya diberikan kepada wajib pajak yang patuh, bukan berdasarkan nilai 
yang dibayarkannya. Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 74/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut: 
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 
 
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 




3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 
(tiga) tahun berturut-turut 
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan wajib pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai wajib pajak patuh setiap bulan januari.Bagi wajib pajak 
berwenang secara jabatan untuk menetapkan status wajib pajak patuh tanpa 
permohonan wajib pajak sepanjang wajib pajak orang pribadi tersebut 
memenuhi persyaratan nomor satu sampai dengan nomor enam di atas.Wajib 
pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun. 
c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 
(2010:110) adalah: 
1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 
perpajakan 
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu 
sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat 
meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 
Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak 
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Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib 
pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu 
memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
secara subtantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 
sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat 
meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan 
material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar 
Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke 
KPP sebelum batas waktu berakhir. 
d. Pencabutan Wajib Pajak Patuh 
 
Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah 
setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal 
memenuhi kriteria pembatalan yaitu: 
1) Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan 
tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 
2) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut 
3) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis 
pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau 
4) Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 
 
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Menurut John Hutagaol (2009: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu 
besarnya    penghasilan    yang    diperoleh,    adanya    sanksi    perpajakan yang 
18 
 
diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan 
perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database 
pemerintah. 
Penelitian Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011: 129-131) 
menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib pajak 
meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pengetahuan 
perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem 
perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar. 
Penelitian ini berfokus pada 3 faktor Kepatuhan Wajib Pajak yaitu 
pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak berfokus pada PP No. 46 Tahun 
2013,  pelayanan fiskus dan peraturan yang berlaku dengan fokus penerapan  
self Assessment system, serta persepsi Wajib Pajak terkait PP No. 46 Tahun 
2013. Edukasi dalam perpajakan menjadi salah satu alat yang efektif untuk 
mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. 
Pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu sistem pengelolaan pajak juga berpengaruh 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Madewing (2013:73) 
menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan, salah satunya self Assessment 
system mampu memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
3. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 
 
a. Pemahaman Wajib Pajak 
 
Menurut Benjamin mendeskripsikan pemahaman sebagai berikut: 
Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This 
may be shown by translating material from one form to another (words or 
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numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by 
estimating future trends (predicting consequences or effects). These learning 
outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent 
the lowest level of understanding. 
Artinya, pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap 
arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal 
dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi 
sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau 
memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu 
tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah. 
Menurut Cook & Geuraud dalam Reed (2011: 277) berpendapat bahwa 
pemahaman adalah cara seorang individu memanfaatkan pengetahuan untuk 
memahami ide baru. Artinya, pemahaman mengacu pada bagaimana seorang 
individu mengerti tentang suatu topik atau bagaimana seseorang mengkaji suatu 
peristiwa. 
Menurut Sudjana (2010:24) membagi tingkatan pemahaman tiga kategori 
sebagai berikut. 
1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari 
menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, 
2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan 
bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau 
menghubungkan dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan 
yang bukan pokok, dan 
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3) tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. 
 
Memiliki pemahaman tingkat ektrapolasi berarti seseorang mampu 
melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi 
berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-  
ide atau simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang 
dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya 
Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang dimaksud merujuk pada 
pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan yaitu cara wajib pajak 
dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Fidel (2010:23) 
berpendapat bahwa seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang 
perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak 
melalui konsep-konsep dasar perpajakan. 
Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui 
pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang 
tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi 
Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap 
peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi 
yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan. 
c. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 
 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 
Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No. 
46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. 
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Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib 
dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini 
adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan 
badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban 
pajaknya. Oleh karena itu  pemerintah  memberikan  perlakuan  tersendiri  
terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 
Penghasilan yang terutang. 
Pasal 2 PP 46 Tahun 2013 ini menyebutkan kriteria yang menjadi objek 
pajak peraturan ini sebagai berikut. 
1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang 
bersifat final. 
2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk 
bentuk usaha tetap; dan 
b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari 
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto 
tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus  
juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 
3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 
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a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, 
baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 
b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 
umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 




a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 
 
b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 
c. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 
 
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat 
pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP No. 46 Tahun 
2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak 
terkait PP No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi Wajib 
Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan 
Wajib dalam mengintepretasikan isi PP No. 46 Tahun 2013 Pajak diharapkan 
dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis dalam memenuhi kewajiban 
pajaknya baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, 
pembayarannya, maupun pelaporannya. 
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengukur pemahaman Wajib 




1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46  Tahun 
2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan 
subjek yang dikenai peraturan). 
2) Kemampuan Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 
Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam 
pelunasannya. 
4. Implementasi Self Assessment System 
 
Self Assessment system merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh 
Wajib Pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak 
dalam tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap 
perpajakan, baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan 
kredit pajak dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun 
pelaporan (Diana dan Setiawati, 2010: 1). 
Implementasi atau pelaksanaan Self Assessment System ini menuntut 
adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011:7-8) menyebutkan beberapa ciri 
implementasi Self assessment system sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
 
Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi 
sistem tersebut. Abdul Rahman (2010:43) menyatakan bahwa penerapan self 
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assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) 
warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary 
compliance). 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Self 
Assessment System akan optimal jika pada praktiknya Wajib Pajak secara sadar 
dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, Wajib  Pajak  dengan  
mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, 
pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan fiskus (pemerintah). 
Sehingga peran fiskus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta 
sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua indikator untuk 
mengukur bagaimana implementasi Self Assessment System yaitu sebagai 
berikut: 
1) Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya 
Wajib Pajak tahu dan mengerti bagaimana system pemungutan pajak yang 
diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya. 
2) Peran fiskus (pemerintah) dalam proses implementasi Self Assessment 
System, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun 
dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan. 
5. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan 
 
a. Pengertian Penerimaan Pajak 
 
Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas 
dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan bagi 
negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil 
yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal. 
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Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah 
yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di 
atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk 
pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 
sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal 
negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang 
berasaskan kepada keadilan sosial. 
Menurut John Hutagaol (2008:325) penerimaan pajak adalah: Sumber 
penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat 
dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 
masyarakat. Menurut Suryadi (2011:105) : ”Penerimaan pajak merupakan 
sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun 
pembangunan”. 
Menurut Suharno (2012) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak adalah 
penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. 
Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di 
kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Dari pengertian tersebut bahwa penerimaan dapat menjadi sumber 
pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan 
pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
b. Penghasilan yang Dikenakan Pajak 
 
Menurut Resmi (2009:74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau 
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diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak 
langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang 
bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Wajib pajak 
dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu 
tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan, dalam bagian 
tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 
tahun pajak. 
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 dikutip oleh Resmi 
(2009:80), Penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain : 
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasayang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 
lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 
 
3) Laba usaha; 
 
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
 
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya; 
6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; 
7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 
perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 
usaha koperasi ; 
8) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; 
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9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
 
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 
 
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
 
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
 
14) Premi asuransi; 
 
15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak; 
c. Penghasilan yang Tidak Dikenakan Pajak 
 
Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Resmi (2009:84) 
dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu: 
1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima olehbadan amil 
zakat atau lembaga amil zakat 




4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 
5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 
diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak 
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secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan 
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; 
6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi 
7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun 
 
8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 
 
9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan 
perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 
kontrak investasi kolektif; 
10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan usaha 
11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan 
 
12) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 
6. Penelitian Terdahulu 
 
Penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama pernah dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang 
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Pemerintah 




Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 masih sangat minim dan 




 Wajib Pajak yang 







Nomor 46 Tahun 2013 yang 


















Variabel (X) : 
Persepsi Wajib 
Pajak 








Hasil penelitian menunjukkan 
partisipan UMKM belum 
memahami  perpajakan 
secara   umum   serta   tata  
cara  perhitungan  pajak. 
Pelaku   UMKM   kurang 
memahami mana yang 
merupakan  pajak  yang 
bersifat  final   dan   mana 
pajak yang  bersifat  tidak 
final. Partisipan merasa 
terbebani dengan berlakunya 
ketentuan PP No. 46 Tahun 
2013 dan cenderung 












PPh Pasal 25 Badan 
(Studi pada KPP 
Makassar Selatan) 









Variabel (Y) : 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
tingkat pemahaman peraturan 
pajak wajib pajak 
dan kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 





Pajak Atas PP No. 
46 Tahun 2013 Dan 
Implementasi  Self 
Assessment System 
Terhadap 





(Studi Empiris Pada 
Pelaku UMKM 
Kerajinan  Gerabah 
Variabel (X) : 
Pemahaman 
Wajib Pajak 
Atas PP No. 46 





Variabel (Y) : 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Hasil dari penelitian ini adalah: 
(1) terdapat pengaruh positif 
dan signifikan Pemahaman 
Wajib Pajak Atas PP No. 46 
Tahun 2013 terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak pelaku 
UMKM Kerajinan Gerabah 
Kasongan, terdapat pengaruh 
positif      dan signifikan 
Implementasi Self 
Assessment System terhadap 
Kepatuhan Wajib  Pajak 
pelaku UMKM Kerajinan 
Gerabah Kasongan, terdapat 




 Kasongan)  signifikan Pemahaman Wajib 
Pajak  Atas  PP  No.  46 
Tahun 2013 dan 
Implementasi  Self 
Assessment System secara 
bersama-sama terhadap 
Kepatuhan Wajib  Pajak 




B. Kerangka Konseptual 
 
Penelitian ini melibatkan 3 variabel dengan 2 variabel independen, 1 
variabel dependen. Variabel independen meliputi pemahaman Wajib Pajak atas 
PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System, sedangkan 
variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak. 
1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu 
mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung 
melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing 
sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru. 
Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak  untuk 
sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali 
ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan 
berbagai alasan. 
Sesuai dengan hasil penelitian Resyniar (2013), Wajib Pajak 
berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya 
mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan 
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kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat 
dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang. 
Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan 
lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan 
Wajib Pajak yang tidak paham peraturan. Dengan tingginya tingkat 
pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih 
mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara 
sukarela. 
2. Pengaruh Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan 
Pajak 
 
Salah satu wujud pelaksanaan transparansi pelayanan pemerintah dalam 
perpajakan adalah diterapkannya self Assessment system. Melalui sistem ini 
negara memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya. Implementasi Self Assessment System ini hanya akan optimal  
apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian 
kepercayaan bertujuan  mendorong Wajib  Pajak  untuk memiliki  integritas 
dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
 
 
3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak  atas  PP  No.  46  Tahun  2013  
dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pajak 
 
Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 yang tergolong 
baru akan menjadi dasar terkait sikap dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang telah memahami peraturan 














Atas PP No. 46 
Tahun 2013 
konsekuensi pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain 
itu, Implementasi Self Assessment System yang menuntut adanya peran aktif 
Wajib Pajak menjadi motivasi tersendiri bagi Wajib Pajak untuk bertanggung 
jawab atas kewajibannya. Seorang Wajib Pajak yang paham terhadap  
peraturan yang  berlaku  dan  sadar  dengan  adanya  penerapan  kebijakan 
yang menuntut kemandirian akan memiliki kepatuhan dalam melaksanakan 
kewajibannya. 
Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah 









Sebuah hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu 
persoalan yang dimaksud sebagai tuntutan sementara dalam penelitian untuk 
mencari jawaban yang sebenarnya (Sugiyono, 2013 : 39). Maka hipotesis dapat 
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diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 
penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, mengacu pada landasan 
teori yang ada. 
1. Terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai. 
2. Terdapat pengaruh Implementasi Self Assessment System terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai. 
3. Terdapat pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 
dan Implementasi Self Assessment System secara bersama-sama terhadap 







A. Pendekatan Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
kuantitatif dan asosiatif. Dimana dilihat dari jenis datanya maka penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif, namun juga apabila dilihat dari cara 
penjelasannya maka penelitian menggunakan pendekatan asosiatif. 
Pendekatan kuantitatif tidak dilakukan secara mendalam. Umumnya hanya 
menyelidiki permukaan saja, dengan demikian memerlukan waktu yang relatif 
lebih singkat dibandingkan dengan penelitian kualitatif. (Juliandi dan Irfan 2013 : 
12). 
Sedangkan dari cara penjelasannya, dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan asosiatif yang menurut Sugiyono (2013:248) mendefinisikan 
penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara dua variabel ataupun lebih. 
B. Definisi Variabel Penelitian 
 
Menurut Sugiyono (2013:252), variabel penelitian merupakan segala 
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut, untuk kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sesuai dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP 
No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak, penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yang meliputi variabel 
dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas) 
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1. Variabel Dependen (Y) 
 
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 
menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini menjadi fokus  
utama dilakukannya penelitian atau biasa disebut output. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. 
Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak 
yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam menunaikan kewajiban 
perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak 
terutang. Variabel ini diukur dengan empat indikator Wajib Pajak patuh 
yang meliputi : 
a. Pendaftaran NPWP 
 
b. Penghitungan pajak terutang 
 
c. Pembayaran pajak, 
 
d. Penyampaian SPT. 
 
2. Variabel Independen (X) 
 
Variabel independen merupakan variabel yang memberikan 
pengaruh dalam perubahan variabel dependen yang sifatnya dapat meiliki 
arah positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri 
dari dua variabel yaitu Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 
2013 dan Implementasi Self Assessment System. 
a. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 (X1) 
 
Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan 
mengerti arti sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan 
sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan 
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yang berlaku sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% 
sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya 
PP No. 46 Tahun 2013 tersebut. Pemahaman ini menunjukkan kecakapan 
Wajib Pajak dalam implementasi PP No. 46 Tahun 2013 mulai dari 
ketentuan umumnya, perhitungannya, sampai dengan bagaimana cara 
Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan tersebut. 
Dalam pengukuran variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 
 
46 Tahun 2013, penelitian menggunakan indikator sebagai berikut: 
 
1) pengetahuan ketentuan  umum Wajib Pajak terkait PP No. 46 
Tahun 2013 
2) Kemampuan administrasi Wajib Pajak atas perhitungan pajak 
berdasar PP No.46 Tahun 2013 
3) Perlakuan teknis yang meliputi penyetoran dan pelaporan. 
 
b. Implementasi Self Assessment System (X2) 
 
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 
diterapkan di Indonesia. Keterlibatan Wajib Pajak menjadi hal paling 
mendasar dari terlaksananya sistem ini karena sistem ini bertolak dari 
peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari 
pendaftaran hingga pelaporan. Indikator yang digunakan untuk mengukur 
variabel ini adalah : 
1) Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya 
 




C. Tempat dan Waktu Penelitian 
 
1. Tempat penelitian 
 
Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Binjai 
2. Waktu Penelitian 
 
Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Oktober 2018 sampai dengan 
Maret 2018 
Tabel  3.1 
Rincian Waktu Penelitian 
Kegiatan Okt Nov Des Jan Feb Mar 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Pengajuan judul                         
Pra Riset                         
Penyusunan 
Proposal 
                        
Seminar Proposal                         
Riset                         
Penulisan Skripsi                         
Bimbingan Skripsi                         
Sidang Meja Hijau                         




Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013 : 225). Populasi 
yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak KPP Pratama Binjai dan 
penelitian ini berfokus terhadap wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak 





Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2013:116). Teknik sampling yang digunakan 
adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan 
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 
dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah populasi 









n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Total Populasi 
e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 
e = 10% (0,1) 
 
Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti menetapkan anggota 
sampel yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah 67 orang. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal 
dari sumber utama dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan dan atau 
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013: 142).  
Jenis kuesioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kuesioner 
tertutup dimana responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah 
disediakan baik untuk pernyataan maupun pertanyaan. 
F. Teknik Analisis Data 
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1. Statistik Deskriptif 
 
Menurut Sugiyono (2013:206), statistik deskriptif adalah sistematis yang 
berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek 
yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adnya, tanpa 
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 
a. Pengujian Validitas dan Reabilitas 
 
1) Uji Validitas 
 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka 
dilakukan pembandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. 
Jika r hitung lebih besar dari r tabel berarti item valid. Sebaliknya jika r hitung 
lebih kecil dari r tabel berarti item tidak valid. Untuk menguji kekuatan 
hubungan antara skor item dengan skor total variabel dengan menggunakan 
korelasi product moment, jika kolerasi signifikan maka butir pertanyaan valid. 
Jika terdapat butir yang tidak valid maka butir tersebut dibuang 
2) Uji Reliabilitas 
 
Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran penelitian ini dilakukan 
dengan cara one shot (Pengukuran sekali saja). Suatu variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali 2013). 
 
 
b. Analisis Regresi Linear Berganda 
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Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear 
berganda. Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari 
regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang 
sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Adapun 
persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut. 




Y = Kepatuhan Wajib Pajak 
= Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 
= Implementasi Self Assessment System 
= Koefisien regresi 
e = Variabel pengganggu 
 
c. Uji Asumsi Klasik 
 
1) Uji Normalitas data 
 
Uji ini digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data 
variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Ouput dari uji 
normalitas data adalah berupa gambar visual yang menunjukkan jauh 
dekatnya titik-titik pada gambar tersebut dengan garis diagonal. Model  
regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua 
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik atau uji statistik. 
2) Uji Multikolonieritas 
 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen.Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel- 
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variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen 
yang nilai korelasi antar sesamavariabel independen sama dengan nol. Model 
regresi yang baik adalah yang bebas dari multikolonieritas. Untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilihat dari 
pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat dari variance inflation 
factor (VIF). 
Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 
yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.Dalam pengertian sederhana 
setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres 
terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 
variabel independen yang terpilih yang tidak dijealaskan oleh variabel 
independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang 
tinggi (karena VIF = 1/tolerance). 
Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 
10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat 
ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 
0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan 
VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen 
mana sajakah yang paling berkolerasi. 
3) Uji Heteroskedastisitas 
 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
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tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas didalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, 
salah satunya dengan uji glejser. Dalam hasil pengujian dengan uji glajser ini, 
jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt), yang dapat dilihat 
dari probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka model 
regresi yang digunakan tidak mengandung heteroskedastisitas. 
d. Hipotesis 
 
1) Uji Parsial (Uji t) 
 
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing- 
masing variabel independen terhadap variabel dependen (Imam Ghozali. 2013, 
: 84).Dimana uji t mencari thitung dan membandikan dengan ttabel apakah variabel 
independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak 
dengan variabel dependen. Adapun tahapan-tahapan pengujian yang akan 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a) Hipotesis ditentukan dengan formula nol secara statistik di uji dalam 
bentuk: 
Ho: artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 
Ha: ≠ 0, artinya variabel indevenden berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 




Tolak Ho Tolak Ho 
t= 
 
Dimana: t = Nilai thitung 
r = Koefisien korelasi 
n = Jumlah sampel 
Kriteria pengujian hipotesis: 
 
-thitung -ttabel 0 ttabel thitung 
 
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis 
 
Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 
 
a) Jika -ttabel ≤thitung ≤ttabel maka Ho diterima, artinya pemahaman wajib pajak 
atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi self assessment system 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
b) Jika -ttabel ≥ thitung ≥ttabel maka Ho ditolak, artinya pemahaman wajib pajak 
atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi self assessment system 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 
2) Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
 
Uji F digunkan untuk menguji apakah variabel bebas secara bersama- 
sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dimana uji F mencari “Fhitung” 
dan membandingkan dengan “Ftabel”, apakah variabel variabel independen secara 
simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel 
dependen, nilai Fhitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 
Fhitung = 
 
Dimana: N= jumlah sampel 
k= jumlah variabel 
R= koefesien korelasi ganda 
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Tolak Ho Terima Ho Tolak Ho 
Kriteria Pengujian hipotesis yaitu: 
 
Ho: artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen. 









-Fhitung -Ftabel 0 Ftabel Fhitung 
 
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis 
 
Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 
 
a) Jika –Ftabel ≤ Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima, artinya pemahaman 
wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi self 
assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan. 
b) Jika Ftabel ≤ Fhitung ≤ Ftabel maka Ho ditolak, artinya pemahaman wajib 
pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, dan implementasi self 
assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan. 
 
3) Koefisien Determinan (R²) 
 
Koefisien determinan (R²) pada intinya mengukur ketepatan atau 
kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap hasil 
yang diperoleh.Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu.Nilai R² yang 
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KD = R2 x 100 % 
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen sangat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2013 : 112). Rumus untuk mengukur 
besarnya proporsi adalah: 
 
 
Dimana: KD = Kofesien Determinan. 
R2 = Kuadrat Korelasi 
 
Untuk dapat memberi interprestasi terhadap kuatnya hubungan antara 
variabel, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 
berikut ini : 
Tabel 3.2 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 - 0.199 Sangat Rendah 
0.20 - 0.399 Rendah 
0,40 - 0,599 Sedang 
0,60 - 0,799 Kuat 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
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1. Deskripsi Hasil Penelitian 
 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dalam bentuk 
angket, dimana yang menjadi variabel X1, adalah Pemahaman Wajib Pajak 
Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang terdiri dari 7 pertanyaan, yang menjadi 
variabel X2 adalah Implementasi Self Assessment System yang terdiri dari 5 
pertanyaan, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang terdiri dari 10 





- Sangat Setuju 5 
- Setuju 4 
- Kurang Setuju 3 
- Tidak setuju 2 
- Sangat Tidak setuju 1 
Sumber : Sugiyono (2011) 
 
Selanjutnya kuesioner tersebut di uji instrument dari pertanyaan 
dengan teknik pengujian sebagai berikut : 
a. Uji Validitas 
 
Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau 
kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Teknik 
statistik untuk pengujian validitas adalah: 
1) Tolak H0 jika probabilitas yang di hitung ≤ probabilitas yang ditetapkan 
sebesar 0,05 (Sig.2-tailed ≤ α0,05) 
2) Terima H0 jika probabilitas yang di hitung ≥ probabilitas yang ditetapkan 




Hasil Uji Validitas Instrumen Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 
46 Tahun 2013 (X1) 
No. 
Butir 
Sig.2-tailed ≥ α0,05 Probabilitas Keterangan 
1. 0,000 0,000<0,05 Valid 
2. 0,000 0,000<0,05 Valid 
3. 0,000 0,000<0,05 Valid 
4. 0,000 0,000<0,05 Valid 
5. 0,000 0,000<0,05 Valid 
6. 0,000 0,000<0,05 Valid 
7. 0,000 0,000<0,05 Valid 
Sumber : Data Penelitian Diolah 
 
Dari 8 item pertanyaan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 
2013 di atas menunjukkan seluruh item Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 
46 Tahun 2013 hasil probabilitas < 0,05 hal ini berarti H0 di tolak Ha di terima. 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Validitas Instrumen Implementasi 
Self Assessment System  (X2) 
No. 
Butir 
Sig.2-tailed ≥ α0,05 Probabilitas Keterangan 
1. 0,000 0,000<0,05 Valid 
2. 0,000 0,000<0,05 Valid 
3. 0,000 0,000<0,05 Valid 
4. 0,000 0,000<0,05 Valid 
5. 0,000 0,000<0,05 Valid 
Sumber : Data Penelitian Diolah 
 
Dari 5 item pertanyaan Implementasi Self Assessment System di atas 
menunjukkan seluruh item Implementasi Self Assessment System hasil 
probabilitas < 0,05 hal ini berarti H0 di tolak Ha di terima. 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
No. 
Butir 
Sig.2-tailed ≥ α0,05 Probabilitas Keterangan 
1. 0,00 0,001<0,05 Valid 
2. 0,000 0,000<0,05 Valid 
3. 0,000 0,000<0,05 Valid 




5. 0,000 0,000<0,05 Valid 
6. 0,000 0,000<0,05 Valid 
7. 0,000 0,000<0,05 Valid 
8. 0,000 0,000<0,05 Valid 
9. 0,001 0,001<0,05 Valid 
10. 0,000 0,000<0,05 Valid 
Sumber : Data Penelitian Diolah 
 
Dari 10 item pertanyaan kepatuhan wajib pajak di atas menunjukkan 
seluruh item kepatuhan wajib pajak hasil probabilitas > 0,50 hal ini berarti H0 
di tolak Ha di terima. 
b. Uji Reliabilitas 
 
Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah instrument penelitian 
merupakan instrument yang handal dan dapat di percaya. Maka digunakan 
teknik korelasi produk moment. Dikatakan reliable bila hasil Cronbach’s Alpha 
> 0,60 dengan rumus alpha. 
 
Kriteria penarikan kesimpulan untuk menemukan reliable tidaknya 
instrument adalah jika nilai koefisien reliabilitas (spearman brown/ri) > 0,60 
maka instrument memiliki reliabilitas yang baik/reliable/terpercaya. 
Tabel 4.5 
Ringkasan Pengujian Reliabilitas Instrumen 
Variabel Cronbach Alpha Status 
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP 
No. 46 Tahun 2013 
0,613 Reliabel 
Implementasi Self Assessment 
System 
0,642 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 0,638 Reliabel 
Sumber : Data Penelitian 
Dari hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai reliabilitas > 0,60 
hal ini berarti instrument seluruh variabel instrument baik dan percaya. 
2. Karakteristik Responden 
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Responden penelitian ini seluruh Wajib Pajak Pada KPP Pratama 
Binjai sebanyak 67 orang, dengan karakteristik sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Pria 37 orang 55,2 % 
2 Wanita 30 orang 44,8 % 
 Jumlah 67 orang 100% 
Sumber : KPP Pratama Binjai 
 
Dari tabel dapat diketahui bahwa responden yang bekerja terdiri dari 
37 orang pria (55,2%) dan wanita sebanyak 30 orang (44,8%). Hal ini terjadi 
karena pada waktu penerimaan pegawai proporsinya lebih banyak diterima 
pegawai pria dibandingkan wanita. 
Tabel 4.7 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
No Usia Responden Jumlah Persentase (%) 
1 20-30 7 orang 10.4 % 
2 31-40 39 orang 58,2 % 
3 41-50 18 orang 26,9% 
4 Diatas 51 3 orang 4,5% 
Jumlah 67 orang 100% 
Sumber : KPP Pratama Binjai 
 
Dari tabel diketahui bahwa responden yang yang bekerja pada 
kelompok yang terbesar berada pada umur 31 – 40 tahun sebanyak 38 orang 
(57.6%), sedangkan kelompok yang terkecil berada pada umur lebih dari 51 
tahun sebanyak 3 orang (4.5%). Hal ini dikarenakan dengan usia yang lebih 




Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 




2 Akademi 15 orang 22,4 % 
3 Strata - 1 33 orang 49,3 % 
4 Strata - 2 13 orang 19,4% 
 Jumlah 47 orang 100% 
 
Dari tabel dapat di dengan kelompok yang terbesar untuk pendidikan, 
Strata-1 sebanyak 33 orang (49,3%) dan kelompok yang terkecil untuk 
pendidikan SMA sebanyak 6 orang (9%). 
3. Analisa Variabel Penelitian 
 
Untuk lebih membantu berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor 
jawaban responden dari angket yang penulis sebarkan sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Skor Angket untuk Variabel Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 






SS S KS TS STS Jumlah 
F % F % F % F % F % F % 
1 28 41,8 38 56,7 1 1,5 0 0 0 0 67 100 
2 35 52,2 32 47,8 0 0 0 0 0 0 67 100 
3 30 44,8 34 50,7 3 4,5 0 0 0 0 67 100 
4 31 46,3 36 53,7 0 0 0 0 0 0 67 100 
5 36 53,7 30 44,8 1 1,5 0 0 0 0 67 100 
6 33 49,3 34 50,7 0 0 0 0 0 0 67 100 
7 30 44,8 37 55,2 0 0 0 0 0 0 67 100 
Sumber : Data Penelitian Diolah (2018) 
 
Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
a. Dari jawaban pertama mengenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak 
Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1Januari 2014, mayoritas 
responden menjawab setuju 38 orang dengan presentase sebesar 56,7% 
b. Dari jawaban kedua mengenai untuk pengusaha dengan peredaran bruto 
kurang atau sama dengan 4,8 M, mayoritas responden menjawab sangat 
setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2% 
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c. Dari jawaban ketiga mengenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, 
mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase 
sebesar 50,7% 
d. Dari jawaban keempat mengenai Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib 
menyelenggarakan pembukuan, mayoritas responden menjawab setuju 
36 orang dengan presentase sebesar 53,7% 
e. Dari jawaban kelima mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan 
adalah 1% dari total omset satu tahun, mayoritas responden menjawab 
sangat setuju dengan 36 orang dengan presentase sebesar 53,7% 
f. Dari jawaban keenam mengenai prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 
2013 ini tidak tepat, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang 
dengan presentase sebesar 50,7% 
g. Dari jawaban ketujuh mengenai prosedur pembayaran pajak, mayoritas 
responden menjawab setuju 37 orang dengan presentase sebesar 55,2% 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jawaban responden yang 
menyetujui bahwa Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang 
dilakukan sudah baik melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan memiliki 
pengaruh kuat didalam perusahaan. Terbukti dengan jawaban responden yang 
lebih mendominasi menjawab setuju. 
Sedangkan berdasarkan evaluasi dari jawaban pada pernyataan variabel 
bebas mengenai Implementasi Self Assessment System adalah sebagai ber 
Tabel 4.10 




SS S KS TS STS Jumlah 
F % F % F % F % F % F % 




2 32 47,8 35 52,2 0 0 0 0 0 0 67 100 
3 33 49,3 34 50,7 0 0 0 0 0 0 67 100 
4 34 50,7 33 49,3 0 0 0 0 0 0 67 100 
5 32 47,8 34 50,7 1 1,5 0 0 0 0 67 100 
Sumber : Data Penelitian Diolah (2018) 
 
Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
a. Dari jawaban pertama mengenai sistem pemungutan pajak mandiri, 
mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase 
sebesar 50,7% 
b. Dari jawaban kedua mengenai kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, 
mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase 
sebesar 52,2% 
c. Dari jawaban ketiga mengenai bertanggung jawab dalam mengelola 
pajak, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan presentase 
sebesar 50,7% 
d. Dari jawaban keempat mengenai pelayanan pemerintah untuk 
mendukung Self Assessment System cukup membantu, mayoritas 
responden menjawab sangat setuju 34 orang dengan presentase sebesar 
50,7% 
e. Dari jawaban kelima mengenai Sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan 
Dirjen Pajak, mayoritas responden menjawab setuju 34 orang dengan 
presentase sebesar 50,7% 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jawaban responden yang 
menyetujui bahwa Implementasi Self Assessment System yang dilakukan oleh 
perusahaan sudah baik melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan memiliki 
53 
 
pengaruh kuat. Terbukti dengan jawaban responden yang lebih mendominasi 
menjawab setuju. 
Sedangkan berdasarkan evaluasi dari jawaban yang ada pada pernyataan 
variabel terikat mengenai kepatuhan wajib pajak adalah : 
Tabel 4.11 




SS S KS TS STS Jumlah 
F % F % F % F % F % F % 
1 35 52,2 31 46,3 1 1,5 0 0 0 0 67 100 
2 43 64,2 24 35,8 0 0 0 0 0 0 67 100 
3 34 50,7 32 47,8 1 1,5 0 0 0 0 67 100 
4 38 56,7 27 40,3 2 3 0 0 0 0 67 100 
5 33 49,3 34 50,7 0 0 0 0 0 0 67 100 
6 37 55,2 30 44,8 0 0 0 0 0 0 67 100 
7 30 44,8 37 55,2 0 0 0 0 0 0 67 100 
8 26 38,8 41 61,2 0 0 0 0 0 0 67 100 
9 35 52,2 32 47,8 0 0 0 0 0 0 67 100 
10 42 62,7 23 34,3 2 3 0 0 0 0 67 100 
Sumber : Data Penelitian Diolah (2018) 
 
Dari data diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
a. Dari jawaban pertama mengenai Wajib Pajak yang memiliki penghasilan 
wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mayoritas responden 
menjawab sangat setuju 35 orang dengan presentase sebesar 52,2% 
b. Dari jawaban kedua mengenai Wajib Pajak saya harus mempunyai 
NPWP yang digunakan sebagai identitas, mayoritas responden menjawab 
sangat setuju 43 orang dengan presentase sebesar 64,2% 
c. Dari jawaban ketiga mengenai pencatatan atas pendapatan yang saya 
terima dari usaha saya, mayoritas responden menjawab sangat setuju 34 
orang dengan presentase sebesar 50,7% 
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d. Dari jawaban keempat mengenai pencatatan administrasi keuangann, 
mayoritas responden menjawab sangat setuju 38 orang dengan presentase 
sebesar 56,7% 
e. Dari jawaban kelima mengenai pembayaran pajak berdasarkan catatan 
pendapatan, mayoritas responden menjawab setuju dengan 34 orang 
dengan presentase sebesar 50,7% 
f. Dari jawaban keenam mengenai menghitung pajak yang harus saya  
bayar sesuai kemampuan, mayoritas responden menjawab sangat setuju 
37 orang dengan presentase sebesar 55,2% 
g. Dari jawaban ketujuh mengenai tidak membayar pajak karena tidak tahu, 
mayoritas responden menjawab setuju 37 orang dengan presentase 
sebesar 55,2% 
h. Dari jawaban kedelapan mengenai selalu membayar kekurangan pajak 
yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, mayoritas responden 
menjawab setuju 41 orang dengan presentase sebesar 61,2% 
i. Dari jawaban kesembilan mengenai SPT (Surat Pemberitahuan) ke 
Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian 
SPT, mayoritas responden menjawab sangat setuju 35 orang dengan 
presentase sebesar 52,2% 
j. Dari jawaban kesepuluh mengenai mengisi SPT sesuai  dengan  
ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu, 
mayoritas responden menjawab sangat setuju 42 orang dengan presentase 
sebesar 62,7% 
4. Analisis Data 
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a. Analisis Regresi Linear Berganda 
 
Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.12 
berikut ini: 
Tabel 4.12 




















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.133 3.124  3.883 .000   
 x1 .649 .121 .519 5.375 .000 .609 1.643 
 x2 .475 .126 .363 3.763 .000 .609 1.643 
a. Dependent Variable: y 
 
Jadi persamaan regresi linear berganda untuk lingkungan kerja dan 
motivasi adalah sebagai berikut: 
Y= 12,133+ 0.649X1 +0.475 X2 + e 
 
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa : 
a. Jika X1 = 0, X2 = 0, Y= 12,133= a 
Artinya jika Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 yang paham dan 
mengimplementasikan Self Assessment System dilakukan maka 
kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 12,133. 
b. Jika X1 = meningkat maka Y berubah sebesar b1 = 0.649 
 
Artinya jika Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 
yang diberikan sesuai sebesar 0.649 atau dalam presentase meningkat 
100% bahwa Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 
diberikan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 64,9%. 
c. Jika X2 = meningkat maka Y berubah sebesar b1 = 0.475 
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Artinya jika implementasi Self Assessment System yang diberikan 
sesuai sebesar 0.475 atau dalam presentase meningkat 100% bahwa 
implementasi Self Assessment System yang diberikan dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 47,5%. 
b. Uji Asumsi Klasik 
 
1) Uji Normalitas Data 
 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 
normalitas yang digunakan untuk menguji apakah berdistribusi normal. 
Salah satu cara untuk melihat normalisasi residual adalah dengan melihat 
grafik histogram. Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan 
















Gambar 4.1 Grafik Histogram 
 
Berdasarkan tampilan gambar 4.1 di atas terlihat bahwa grafik 
histogram menunjukkan adanya gambaran pola data yang baik. Kurva 
dependent dan regression standarized residual membentuk gambar seperti 
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Gambar 4.2 Penelitian menggunakan P-Plot 
 
Berdasarkan gambar grafik 4.2 normal probability plot di atas dapat 
dilihat bahwa gambaran data menunjukkan pola yang baik dan data 
menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 
grafik normal probability plot tersebut terdistribusi secara normal. 
2) Uji Multikolinearitas 
 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Pengujian 
multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. 
























B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.133 3.124  3.883 .000   
 x1 .649 .121 .519 5.375 .000 .609 1.643 
 x2 .475 .126 .363 3.763 .000 .609 1.643 
a. Dependent Variable: y 
 
Pada Tabel 4.13 dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
 
a. Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X1) dengan 
nilai tolerance sebesar 0.609 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 
sebesar 1,643 lebih kecil dari 10. 
b. Implementasi Self Assessment System (X2) dengan nilai tolerance 
sebesar 0.609 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,643 lebih 
kecil dari 10. 
Karena nilai tolerance yang diperoleh untuk setiap variabel lebih 
besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh untuk setiap variabel lebih 
kecil dari 10, maka artinya data variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP 
No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System bebas dari 
adanya gejala multikolinearitas. 
3) Uji Heterokedastisitas 
 
Uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis 
grafik. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 
terjadi heterokedastisitas. Hasil analisis uji heterokedastisitas menggunakan 


















Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas 
 
Pada gambar 4.3 grafik scatterplot dapat terlihat bahwa hasil grafik 
scatterplot menunjukkan data tersebar secara acak dan tidak membentuk 
pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas. 
c. Hipotesis 
 
1) Uji Parsial (Uji t) 
 
Uji korelasi parsial (uji t) pada dasarnya bertujuan untuk menguji 
pengaruh variabel independen (pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 
Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System) secara individual 
dalam menerangkan variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak). Dengan 
program SPSS pengujian dilakukan menggunakan significane level tarafnya 
0,05 (α = 5%) Nilai untuk n = 67 adalah 1,66. 
Tabel 4.14 













Tolak Ho Tolak Ho 
 
 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 12.133 3.124  3.883 .000   
 x1 .649 .121 .519 5.375 .000 .609 1.643 
 x2 .475 .126 .363 3.763 .000 .609 1.643 
a. Dependent Variable: y 
 
Dari tabel 4.14 dapat dilihat hasil dari uji statistik secara parsial 
sebagai berikut: 
Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 (X1) diperoleh 
thitung sebesar 5,375 dengan nilai signifikan 0,000 sedangkan ttabel sebesar 1,66 
dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya thitung (5,375) > ttabel (1,66) dengan 
nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 
bahwa secara parsial pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP 
Pratama Binjai. 
Atau dapat dilihat dari distribusi kurva normal atas pengujian t adalah 
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Gambar 4.4 Kurva Hasil 
 
Implementasi Self Assessment System diperoleh thitung sebesar 3,763 




Tolak Ho Tolak Ho 
signifikan 0,05. Kesimpulannya thitung (3,763) > ttabel (1,66) dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 
secara parsial variabel Implementasi Self Assessment System berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai 
Atau dapat dilihat dari distribusi kurva normal atas pengujian t adalah 
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Gambar 4.5 Kurva Hasil 
 
2) Uji Secara Simultan (Uji F) 
 
Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh 
pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self 
Assessment System secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada 
KPP Pratama Binjai. Langkah untuk melakukan uji F adalah menentukan 














Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 263.649 2 131.825 56.170 .000b 
 Residual 150.202 64 2.347   
 Total 413.851 66    
a. Dependent Variable: y 
b. Predictors: (Constant), x2, x1 
 
Pada tabel 4.15 uji-F diperoleh nilai Fhitung sebesar 56,170 dengan  
nilai signifikan 0,000 pada Ftabel dengan tingkat kepercayaan 0,95 dengan 
signifikan 0,05, dengan nilai Ftabel sebesar 3,13, maka diperoleh  Fhitung  
(56,170) > Ftabel (3,13) dengan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai 0,05 yang 
menunjukkan bahwa variabel pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 
Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System secara simultan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Binjai. 
Atau dapat dilihat dari distribusi kurva atas pengujian F adalah 
sebagai berikut : 
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Gambar 4.6 Kurva Hasil 
 
3) Koefisien Determinasi (R-Square) 
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Koefisien Determinasi (pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Selanjutnya dengan melihat R-Square akan dapat dilihat bagaimana 
sebenarnya kontribusi kedua variabel bebas pemahaman Wajib Pajak Atas 
PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap 





















1 .798a .637 .626 1.53196 2.057 
a. Predictors: (Constant), x2, x1 
b. Dependent Variable: y 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0,637 
dan hal ini berarti konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 
63,7%, sedangkan sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak 





Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variabel bebas (pemahaman 
Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment 
System) memiliki koefisien b yang positif, berarti seluruh variabel bebas 
mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (kepatuhan Wajib Pajak). 
Lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 




Dari hasil uji statistik pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 
2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
KPP Pratama Binjai. Dikarenakan hasil thitung (5,375) > ttabel (1,66) dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa 
secara parsial pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai. 
Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu 
mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung 
melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing 
sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru. 
Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak  untuk 
sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali 
ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan 
berbagai alasan. 
Sesuai dengan hasil penelitian Resyniar (2013), Wajib Pajak 
berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya 
mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan 
kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat 








Dari hasil uji statistik Implementasi Self Assessment System 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama 
Binjai. Dikarenakan hasil thitung (3,763) > ttabel (1,66) dengan nilai signifikan  
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa secara parsial 
variabel Implementasi Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai 
Salah satu wujud pelaksanaan transparansi pelayanan pemerintah dalam 
perpajakan adalah diterapkannya self Assessment system. Melalui sistem ini 
negara memberi kebebasan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya. Implementasi Self Assessment System ini hanya akan optimal  
apabila Wajib Pajak secara aktif turut berkontribusi. Jadi pemberian 
kepercayaan bertujuan  mendorong Wajib  Pajak  untuk memiliki  integritas 
dan tanggung jawab terkait perpajakan sehingga akan secara sadar patuh 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP  No.  46  Tahun  2013  
dan Implementasi Self Assessment  System  terhadap  Kepatuhan 
Pajak 
 
Pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa 
variabel pemahaman wajib pajak atas PP no. 46 tahun  2013  dan  
implementasi self assessment system terhadap kepatuhan pajak. Dikarenakan 
Fhitung (56,170) > Ftabel (3,14) dengan nilai signifikan 0,000 dibawah nilai 0,05 
maka H0 ditolak dan Ha diterima 
Dengan nilai R-Square adalah sebesar 0,637 dan hal ini berarti 
konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 63,7%, sedangkan 
66 
 
sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
Penelitian ini juga pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, penelitian 
Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013:11) menunjukkan  bahwa 
persepsi Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 ini mendorong 
ketidakpatuhan Wajib Pajak. Adanya persepsi negatif Wajib Pajak terkait 
penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan imbasnya terhadap usaha mereka 





































KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai Pengaruh 
Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self 
Assessment System terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai Responden 
pada penelitian ini berjumlah 67 wajib pajak, kemudian telah dianalisa, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh signifikan dan positif Pemahaman Wajib Pajak atas PP 
No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai yang 
ditunjukkan dari hasil thitung (5,375) > ttabel (1,66) dengan nilai signifikan 0,000 
< 0,05 yang artinya Pemahaman Wajib  Pajak  atas  PP  No.  46  Tahun  
2013 berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak KPP  Pratama 
Binjai. 
2. Terdapat pengaruh signifikan dan positif variabel Implementasi Self 
Assessment System terhadap variabel Kepatuhan Pajak KPP Pratama Binjai 
yang ditunjukkan dari hasil thitung (3,763) > ttabel (1,66) dengan nilai signifikan 
0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya Implementasi  
Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak 
KPP Pratama Binjai 
3. Dari Uji Fhitung adalah 56,170 dengan probabilitas sig 0,000< α 0,05 menunjukkan 
Ho ditolak dan Ha diterima, berarti Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 
46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System berpengaruh 
secara signifikan terhadap Kepatuhan Pajak  KPP Pratama Binjai pada taraf 
α 0,05. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh R-Square adalah sebesar 
0,637 dan hal ini berarti konstribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
68 
 
sebesar 63,7%, sedangkan sisanya 36,3% di pengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
B. Saran 
 
1. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013  mempengaruhi  
tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pemerintah perlu meningkatkan 
proses edukasi kepada masyarakat. 
2. Implementasi Self Assessment System sebagai salah satu sistem pemungutan 
pajak di Indonesia mepengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga 
diperlukan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaannya, selain itu 
pemerintah perlu meningkatkan pemantauan secara lebih kontinyu. 
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Binjai perlu ditingkatkan 
dengan memberikan rasa kenyaman dalam pelayanan kepada wajib pajak, 
dan kemudahan yang diberikan oleh aparat Kantor Pajak kepada wajib 
pajak, serta mensosialisakan tentang perlunya dalam membayar pajak 
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